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Dasar penyusunan PBM tentang 
Perencanaan dan Pemerataan Nakes di 

Fasyankes Milik Pemda 
 

• SE MenPAN & RB no. 6 tahun 2012 tentang Redistribusi dan Peningkatan Kualitas 
PNS Bidang Pelayanan Dasar 

• Rekomendasi Rakor  Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menkokesra tanggal 15 
Juli 2013: 

• Penyusunan formasi & analisis kebutuhan nakes 
• Revitalisasi keputusan bersama tentang pengembangan nakes dengan 

mengikutsertakan Kemdagri, KemenPAN&RB, Kemkes, Kemdikbud dan Kemkeu 
• Membentuk tim kecil lintas sektor untuk tindak lanjut 
• 3. Hasil rapat antar K/L di Kementerian PAN & RB  tentang rencana aksi quick wins. 

Indikator untuk Kemenkes : 
– Sistem informasi tempat tidur  RS online 
– Pelayanan di RSCM 
– PBM  pemerataan nakes di layanan dasar 

• 4. SE Mendagri no 440/8135/2013 tentang Optimalisasi JKN termasuk didalamnya 
adalah distribusi & redistribusi tenaga kesehatan 
 



• Tujuan penyusunan PBM ini agar daerah 
mempunyai rencana kebutuhan dan rencana 
pemerataan (redistribusi) tenaga kesehatan 
yang bekerja di fasyankes milik pemda 

• Diharapkan dengan adanya PBM ini dapat 
mengurangi kesenjangan jumlah tenaga 
kesehatan antara fasyankes sehingga 
pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan 
secara maksimal. 



• PBM ini merupakan salah satu indikator rencana aksi quick 
win yang dipantau oleh  di UKP4 dan harus ditetapkan pada 
bulan Juni 2014. 

• Pertemuan kali ini merupakan pembahasan ke 13 sejak tahun 
2013, dan pada  tahun 2014 ini telah dilakukan pertemuan 
sebanyak empat kali 

• Dari empat kali pertemuan di tahun 2014, Kemen PAN & RB 
belum pernah hadir, untuk itu pada pertemuan ini sangat 
diharapkan masukan dari MenPAN & RB. 

• Dengan  PBM ini  diharapkan menghasilkan rencana 
kebutuhan dan redistribusi nakes yang kemudian dapat 
menjadi bahan pertimbangan KemenPAN dan kemenkes 
dalam pengalokasian formasi tenaga kesehatan baik untuk 
CPNS dan PPPK. 


